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WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 56 TAHUN 2016

Menimbang :

Mengingat

TENTANG PENERAPAN STANDAR USAHA HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa untuk lebih meningkatkan daya saing bangsa dan kontribusi
usaha ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah, perlu adanya
strategi pengembangan produk ekonomi kreatif yang terintegrasi
dengan usaha hotel sebagai bagian dari usaha pariwisata di Kota
Makassar;

bahwa dalam pelaksanaan strategi pengembangan produk ekonomi
kreatif sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu
menyesuaikan dan menambahkan beberapa ketentuan dalam
Peraturan Walikota Makassar Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Penerapan Standar Usaha Hotel,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 56
Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Usaha Hotel.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3851), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
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. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan
Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 193);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1186);

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);
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Menetapkan

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun
2011 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2017 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG
PENERAPAN STANDAR USAHA HOTEL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 56 Tahun 2016
tentang Penerapan Standar Usaha Hotel (Berita Daerah Kota Makassar
Tahun 2016 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
penyelenggaraan usaha hotel;

penggunaan produk kreatif lokal;

sertifikasi usaha hotel,

tata cara penilaian;

pembinaan dan pengawasan; dan

sanksi administratif.

2. Diantara BAB Il dan BAB 1V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IlIIA,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PENGGUNAAN PRODUK KREATIF LOKAL

S0 Q0o

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal SA

(1) Setiap Usaha Hotel wajib menggunakan minimal 30% (tiga puluh
perseratus) produk kreatif lokal daerah sesuai dengan kebutuhan
operasionalnya.
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(2) Produk kreatif lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
merupakan produk kreatif masyarakat/Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah daerah berupa:
a. aplikasi;
b. permainan;
c. arsitektur;
d. desain interior;
e. desain komunikasi visual;
f. desain produk;
g. fashion;
h. film animasi dan video;
1. fotograpi;
j. kerajinan tangan;
k. kuliner;
. musik;
m. penerbitan;
n. periklanan;
0. seni pertunjukan;
p. senirupa; dan
g. tv dan radio.
. (3) Penggunaan produk kreatif daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui pola binaan untuk memenuhi standar
kualitas kebutuhan operasional usaha hotel.

(4) Pelaksanaan pola binaan usaha hotel terhadap masyarakat/
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan atas prinsip
kesepakatan dan saling menguntungkan.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 September 2021

WALIKOTA MAKASSAR,

St

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 29 September 2021

SEKRETARIS QAERAH KOTA MAKASSAR,

/
M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 56
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